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ABSTRAK  bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa dan Keputusan Rapat 
Pleno KPU Kabupaten Minahasa Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara 
Nomor 291/HK.07 BA/7105/4/2024 tentang Berita Acara Hasil Penanganan 
Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta 
Integritas, telah ditetapkan sanksi terhadap anggota Panitia Peilihan Kecamatan 
Motoling atas nama Inneke Lidya Yunita Mandey; bahwa berdasarkan 
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang 
Pengaktifan Kembali Dan Pemberian Sanksi Panitia Pemilihan Kecamatan 
Motoling atas Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau 
Pakta Integritas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati 
Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024. 

  Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini adalah: 

  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 651); Peraturan Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338); Peraturan Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404); Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc 
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan 
Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 
Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 60); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 
337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan 
Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas 
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan 
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis 



Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil 
Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan 
Nomor 623 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024; Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 912 Tahun 2024 tentang 
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 914 Tahun 2024 tentang Penetapan 
Nomor Urut Pasangan Calon Peserta PemilihanBupati dan Wakil Bupati 
Minahasa Selatan Tahun 2024. 

  Dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 960 Tahun 2024 

diatur tentang : 

  Pengaktifan Kembali Dan Pemberian Sanksi Panitia Pemilihan Kecamatan 
Motoling Atas Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau 
Pakta Integritas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati 
Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024. 

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini berlaku sejak 

tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2024. 

 

 

 


